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Abstrak

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan kurator dalam kepailitan
menurut ketentuan pasal 67A UUK bahwa vang dapat menjadi kurator adalah
BHP atau kurator lainmva, Tugas BHP sebagar kurator adalah melakukan
pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas lersebut merupakan tugas yang
berat serta penuh tanggung jawab karena BHP harus bertanggung jawab terhadap
harta pailit vang diurusinya.

Permasalahan vang diangkat yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab
BHP atas kelalaian dan kesalahan dalam tugasnya sebagai Kurator vang dapat
merugikan kreditur pailit dan kendala apa yang dialaminva dalam praktek. Metode
penelitian vang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Data
vang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data
dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan studi dokumen,

Dari hasil penclitian diperoleh hasil vaitu apabila terjadi kesalahan dan
kelalaian dalam tugasnya scbagar kurator maka dalam hal int akan dilihat
penvebab kesalahannya, apakah dan kurator pribadi vang melakukan atau bukan.
Kurator BHP harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaannya
pribadi. Jika itu bukan kesalahan pribadi kurator maka institusi BHP yang
bertanggung jawab. Akan tetapi selama tnt BHP belum pernah melakukan
kesalahan dan kelalman dalam tugasnya tersebut, Mengenai kendala yang
dihadapn BHP diantaranva adalah mengenalr minimnya dana vang dimiliki BHP,
keterlambatan putusan patlit vang diterima BHP, debitur vang tidak terbuka dalam
memberi informasi tentang hartanyva, asset vang sdikit karena harla telah
diagunkan ebelumnva ke bank dan pihak lain, rendahnva kualitas sumber dava
manusianya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

[Duma wsaha harus menenma kenvataan pahit discbabkan knisis moneter
vang melanda hampir seluruh belahan dunia pada pertengahan tahun 1997 lalu.
Krisis maoneter tersebut juga berdampak telah memporak-porandakan sendi-send
perekonomian. Indonesia merupakan salah satu negara vang terkena imbas dan
krisis moneter tersebut dan termasuk negara vang paling menderita dan merasakan
akiba‘nya Banvak dunia usaha vang gulung tikar karena jatuh bangkrut dan bagi
duma usaha vang masth dapat bertahan hidupnya menderita.

Banvaknya dunia usaha vang mengalami kebangkrutan akan berakibat pula
terhadap penvelesaian utang plutang antara debitur dengan kreditur, karena
debitur vang bangkrut berada dalam keadaan tidak mampu membavar kewajiban
utang prdangnyva vang telah jatuh tempo kepada kreditur. Pemerintah dalam hal
ini telah melakukan berbagar usaha dan strategi agar dapat memulibkan
perekonomian  kembali, akan  tetapt  belum  memperithatkan  hasil yang
mengembirakan, Karena Indonesia masth belum bisa terlepas dan krisis moneter
tersebut.

Kebangkrutan duma usaha tersebut akan memimbulkan masalah apabila
aturan-aturan mengenal penvelesaian utang piutang tersebut tidak lengkap dan
sempurna sehingga dibutuhkan suatu aturan yang tepat, cepat, terbuka dan efekuf

vang dapat memberikan kesempatan pada kreditur atau debitur untuk dapat



mengupavakan penyelesalan vang adil. Oleh karena itu pemenntah melakukan
perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan vang salah satunva
adalah  dengan  direvisinva  Undang-undang  Kepailitan  vang  lama  vaitu
Faillisements-Verordening Staatsblad Tahun 1905 MNomor 217 jo Staatsblad
Tahun 1906 Nomor 348. Perubahan atas Undang-undang tersebut ditetapkan
dalam bentuk Peraturan Pemenintah Penguantu Undang-Undang No, | Tahun 1998
{selanjutnva disebut Perpu No. 1 Tahun 1998) tentang Perubahan Atas Undang-
undang kepailitan. Perpu tersebut kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-
undang oleh UL No. 4 Tahun 1998 {selanjutnyva disinghat dengan [TTTK}

Dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut diatur pokok-pokok perubahan
dan penvempurnaan, Adapun pokok perubahan terschut diantaranya mengena

Pertama, penvempurnaan di sekitar svarat-svarat dan prosedur permintaan
permyvataan kepathtan. Tenmasur di dalamava pembenan kerangka wakiu yang
pasti bagi pengambilan putusan pernvataan pailil

Nedwa, penyempurnaan pengaturan vang bersifat penambahan ketentuan
tentang  tindakan sementara vang dapat diambil oleh pihak-pthak  vang
berkepentingan, khususnva oleh kreditur, atas kekayaan debitur sebelum adanva
putusan pernyataan pailit.

KNetiga. peneguhan fungs: kurator dan penyempumnaan vang memungkinkan
berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama mm
telah dikenal vaitu Balai Harta Peninggalan. Ketentuan vang ditambahkan antara
lain mengatur svarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan kewajiban sebagai

kurator berikut kewajiban mereka.



BAB IV

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Darr uratan vang telah penulis susun mengenai tanggung jawab penpurusan
dan pemberesan kepailitan yang dilakukan oleh BHP pada Bab terdahulu dapat
ditarik suatu kesimpulan vaitu
L BHF merupakan kurator dalam kepailian vang diangkat oleh pencadilan

apabila kreditur atau debitur tidak menumjuk kurator lainnva maka RBHP
bertindak  selaku kuratornya. Adapun tugas BHP sebagai Lurator adalah
melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas
BHP diawasi oleh Hakim Pengawas.

tugas BHP sebagai kurator adaiah merupakan tugas vang disamptng nu BHP
juga memlikl tanggung jawab yang besar akan tugasnva tersebut terutama
bertanggung jawab terhadap Kesalahan dan kelalatan vang dilakuksnnnva
dalam menjalankan tugas vang merugikan hana pailit dan juga merugikan
kreditur patlit sepert vang telah diaturkan dalam Pasal 6 7C UK.

Dari hasil penelitianvang dilakukan diketahui bahwa selama mi BHP dalam
pelaksanaan tugasnya tidak pernah melakukan kesalahan dan kelalaian BHP
juga tidak memiliki aturan lebih fanjut mengenai rincian tangpung jawab
tersebut mengenai hal tersebut hanya mengacu pada Pasal 67C UUK saja. Jika
hal itu terjadi maka terhadap permasalahan tersebut akan dilihat penvebabnya

apakah dan din pribadi kurator BHP atau bukan. Dalam UUK sendiri jupa
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